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Abstraksi
Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kualitatif yang bertujuan untuk mengetahui

bagaimana Evaluasi Pelaksanaan Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) di Negeri Tawiri
Kecamatan Teluk Ambon Kota Ambon.

Penelitian ini dilaksanakan di Negeri Tawiri Kecamatan Teluk Ambon Kota Ambon.
Pengambilan data primer dilakukan melalui wawancara terhadap sejumlah informan yang dianggap
terlibat secara langsung dalam pelaksanaan program bantuan pangan non tunai (BPNT) di Negeri
Tawiri Kecamatan Teluk Ambon Kota Ambon.

Hasil penelitiann menunjukkan bahwa pada pelaksanaan Program Bantuan Pangan Non
Tunai (BPNT) di Negeri Tawiri Kecamatan Teluk Ambon Kota Ambon berjalan cukup baik meskipun
banyak hambatan yang ditemui. Hal ini dapat dilihat dari 6 (enam) kriteria evaluasi kebijakan yaitu
efektifitas, efesiensi, kecukupan, pemerataan, responsivitas dan ketepatan dimana empat diantaranya
belum terlaksana secara optimal. Sehingga untuk saran yang diajukan yaitu Perlu diadakannya
pengajuan data terbaru atau aparat pemerintah harus melakukan pembaharuan terkait Bantuan Pangan
Non Tunai (BPNT) untuk masyarakat kurang mampu yang tidak mendapatkan bantuan serta
berkonsultasi langsung dengan pendamping desa, Pemerintah selaku penyelenggara wajib
memberikan sosialisasi kepada Keluarga Penerima Manfaat (KPM) tentang Program Bantuan Pangan
Non Tunai (BPNT), Pemerintah juga perlu melakukan perbaikan data administrasi KPM.

Kata Kunci: Evaluasi, Program, dan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT)

Abstract
This research is a descriptive qualitative study that aims to analyze the Evaluation of the

Implementation of the Non-Cash Food Assistance Program in Tawiri Village, Teluk Ambon District.
This research was conducted in Tawiri Village, Teluk Ambon Sub-district. Primary data

were collected through interviews with a number of informants who were directly involved in the
implementation of the Non-Cash Food Assistance Program in Tawiri Village, Teluk Ambon Sub-
district.

The results showed that the implementation of the Non-Cash Food Assistance Program in
Tawiri Village, Teluk Ambon Sub-district went well despite the many obstacles encountered. This
can be seen from 6 (six) policy evaluation criteria namely effectiveness, efficiency, adequacy, equity,
responsiveness and accuracy where four of them have not been implemented optimally. So for the
suggestions submitted, namely the need to submit the latest data or government officials must make
updates related to Non-Cash Food Assistance for underprivileged people who do not get assistance
and consult directly with village assistants, the Government as the organizer is obliged to provide
socialization to Beneficiary Families about the Non-Cash Food Assistance Program, the Government
also needs to improve administrative data on families who receive benefits.

Keywords: Evaluation, Program, and Non-Cash Food Assistance.
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PENDAHULUANKesejahteraan merupakan hal yang paling penting bagi suatu negara. Hal inijuga merupakan masalah yang kerap kali dihadapi oleh negara berkembang. Dalam halini kesejahteraan sosial merupakan suatu kondisi yang harus diwujudkan bagi seluruhwarga negara dalam pemenuhan kebutuhan material, spriritual, dan sosial agar dapathidup layak dan mampu mengembangkan diri, sehingga dapat melaksanakan fungsisosialnya.Menurut Durham dalam Suud (2006:7) Kesejahteraan sosial dapatdidefinisikan sebagai kegiatan-kegiatan yang terorganisasi bagi peningkatankesejahteraan sosial melalui menolong orang untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhandalam beberapa bidang seperti kehidupan keluarga dan anak, kesehatan, penyesuaiansosial, waktu senggang, standar-standar kehidupan, dan hubungan-hubungan sosial.Dalam bentuk sederhana, sistem kesejahteraan sosial dapat dikonseptualisasikanmenjadi empat bagian yang saling berhubungan yaitu sebagai berikut:1. Isu-isu sosial2. Tujuan-tujuan kebijakan3. Perundangan/Peraturan4. Program-program kesejahteraan sosial.Sen (2008:8) mengemukakan kesejahteraan sosial dapat diukur dari ukuran-ukuran seperti tingkat kehidupan (levels of living), pemenuhan kebutuhan pokok(basic needs fulfillment), kualitas hidup (quality of life) dan pembangunan manusia(human development).Namun pada kenyataannya, permasalahan yang berkaitan dengankesejahteraan sosial cenderung meningkat baik secara kualitatif maupun kuantitatif.Masih banyak warga yang tidak mampu memenuhi kebutuhan dasarnya karenakondisinya mengalami disfungsi sosial, yang dapat menyebabkan kesulitan dalammengakses sistem pelayanan sosial dan menikmati kehidupan yang layak sebagaimanusia.Sebagai suatu negara, Pemerintah Indonesia memiliki peran yang begitupenting dalam mensejahterakan rakyatnya. Pemerintah sebagai pegawai negeritentunya memiliki tanggung jawab yang besar terhadap kesejahteraan rakyatnya.Terdapat berbagai fungsi pemerintahan, salah satunya adalah fungsi sekunder,diantaranya adalah fungsi pembangunan dan fungsi pemberdayaan. Dari fungsitersebut maka upaya yang dilakukan pemerintah adalah dengan melakukan berbagaiprogram pengentasan kemiskinan, diantaranya tentunya terdapat berbagai kegiatan
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untuk mencapai tujuan dari program tersebut dan Program Bantuan Pangan NonTunai yang dibentuk oleh pemerintah untuk mengurangi beban sosial pemenuhankebutuhan dasar yang benar dan salah Program Bantuan Pangan Tunai (BPNT).Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) merupakan bantuan pangan yangdisalurkan secara non tunai dari pemerintah kepada Keluarga Penerima Manfaat(KPM) setiap bulannya melalui mekanisme akun Elektronik Warung (e-warong).Program BPNT diselenggarakan oleh pemerintah, dalam rangka untuk meningkatkanefektivitas dan efisiensi, ketepatan sasaran penyaluran bantuan sosial sertamendorong keuangan inklusif. Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) disalurkankebeberapa kabupaten/kota terpilih di Indonesia  yang dinilai memiliki kesiapan darisegi akses dan fasilitas untuk melaksanakan program tersebut. Salah satuKabupaten/Kota yang terpilih untuk menjadi sasaran penyaluran Bantuan Pangan NonTunai ini adalah Kota Ambon dengan  jumlah 10.559 sasaran  Keluarga  PenerimaManfaat  (KPM) pada periode Bulan April-Juni pada tahun 2022 yang terdiri daribeberapa desa/negri.Untuk mendukung pelaksanaan program BPNT, pada tanggal 12 juli 2017Presiden Republik Indonesia telah menetapkan Perpres RI Nomor 63 Tahun 2017,tentang Penyaluran Bantuan Sosial Secara Non Tunai, yang menyatakan bahwa:1. Bantuan Sosial adalah bantuan berupa uang, barang, atau jasa kepada seseorang,keluarga, kelompok atau masyarakat miskin, tidak mampu, dan/atau rentanterhadap risiko sosial.2. Risiko Sosial adalah kejadian atau peristiwa yang dapat menimbulkan potensiterjadinya kerentanan sosial yang ditanggung oleh seseorang, keluarga, kelompok,dan/atau masyarakat sebagai dampak krisis sosial, krisis ekonomi, krisis politik,fenomena alam, dan bencana yang jika tidak diberikan Bantuan Sosial akansemakin terpuruk dan tidak dapat hidup dalam kondisi wajar.3. Pemberi Bantuan Sosial adalah Satuan Kerja pada Kementerian/Lembaga padaPemerintah Pusat dan/atau Satuan Kerja Perangkat Daerah pada PemerintahDaerah yang tugas dan fungsinya melaksanakan program penanggulangankemiskinan yang meliputi perlindungan sosial, jaminan sosial, pemberdayaansosial, rehabilitasi sosial, dan pelayanan dasar.4. Penerima Bantuan Sosial adalah seseorang, keluarga, kelompok atau masyarakatmiskin, tidak mampu, dan/atau rentan terhadap risiko sosial.
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5. Bank Penyalur adalah bank sebagai mitra kerja tempat dibukanya rekening atasnama Pemberi Bantuan Sosial untuk menampung dana belanja Bantuan Sosial yangakan disalurkan kepada Penerima Bantuan Sosial.6. Kartu Kombo adalah instrumen pembayaran yang memiliki fitur uang elektronikdan tabungan yang dapat digunakan sebagai media penyaluran berbagai BantuanSosial, termasuk Kartu Keluarga Sejahtera.7. Elektronik warung gotong royong yang selanjutnya disebut e-warong adalah agenbank, pedagang dan/atau pihak lain yang telah bekerja sama dengan BankPenyalur dan ditentukan sebagai tempat penarikan/pembelian Bantuan Sosialoleh Penerima Bantuan Sosial bersama Bank Penyalur.Pada Senin 13 Maret 2022 Menteri Sosial Tri Rismaharini menyatakankebijakan pemerintah menyalurkan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) atau programsembako secara tunai. Dan juga menekankan kebijakan salur bantuan sosial dalambentuk tunai sudah sesuai dengan regulasi yang ada. Sebagaimana yang tercantumpada Perpres No. 63 tahun 2017 tentang Penyaluran Bantuan Sosial Secara Non TunaiPada Pasal 5 (1) terkait mekanisme penyaluran dapat dilakukan dengan carapenarikan uang dan/atau pembelian barang.Untuk mempercepat sisa penyaluran bansos tahun anggaran 2021, Kemensosjuga menerbitkan petunjuk teknis (juknis). Tujuan penerbitan juknis tersebut untukmelakukan percepatan pencairan bantuan sosial (bansos) dan memberikan payunghukum bagi Program Sembako yang disalurkan secara tunai melalui PT Pos Indonesia.Dalam pelaksanaan bantuan di Kota Ambon khususnya di Negeri Tawiri KecamatanTeluk Ambon Kota Ambon banyak yang harus dihadapi, seperti yang saya amati diNegeri Tawiri Kecamatan Teluk Ambon, yaitu:1. Kurangnya tenaga pendamping yang profesional dalam melaksanakanpendampingan pelaksanaan Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT).2. Data Administrasi Kependudukan (NIK) yang tidak padan Capil.
 Nik dan nomor KK salah ketik ketika login.
 KPM masih menggunakan nomor KK lama.
 KPM masih menggunakan NIK dengan status perkaman e-KTP duplicate recordatau data ganda.
 NIK dipakai orang lain mendaftar.3. Data kependudukan (NIK) tidak sesuai dengan yang tedapat di surat perintahpencairan Dana (SP2D).
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KAJIAN PUSTAKAMengikuti William N. Dunn (2003: 608-610), istilah evaluasi dapat disamakandengan penaksiran (appraisal), pemberian angka (rating), dan penilaian (assessment).Evaluasi berkenaan dengan produksi informasi mengenai nilai atau manfaat hasilkebijakan. Evaluasi memberikan informasi yang valid dan dapat diandalkan tentangkinerja kebijakan, yaitu sejauh mana kebutuhan, nilai dan peluang diwujudkan melaluitindakan publik. Evaluasi membantu menerapkan metode analisis kebijakan lainnyatermasuk mengajukan pertanyaan dan membuat rekomendasi. Oleh karena itu,meskipun evaluasi kebijakan melibatkan keseluruhan proses kebijakan, namun lebihmemperhatikan pada pengimplementasian kebijakan, khususnya implementasikebijakan publik. Penilaian pemberlakuan dilakukan secara ex post facto, lebih padaproses pemberlakuan daripada isi kebijakan, biasanya hanya menilai apakah prosespemberlakuan telah mengikuti prosedur yang telah disepakati.Dunn (1999) menyebutkan bahwa evaluasi berkenan dengan produksiinformasi mengenai nilai atau manfaat kebijakan. Dalam evaluasi terdapat perbedaanyang mendasar denganpenelitian meskipun secara prinsip, antara kedua kegiatan inimemiliki metode yang sama. Perbedaan tersebut terletak pada tujuan pelaksanaannya.Jika penelitian bertujuan untuk membuktikan sesuatu (prove) maka evaluasibertujuan untuk mengembangkan (improve). Terkadang, penelitian dan evaluasi jugadigabung menjadi satu frase penelitian evaluasi. Sebagaimana disampaikan olehSubarsono (2006) penelitian evaluasi mengandung makna pengumpulan informasiyang telah dicapai oleh sebuah program yang dilaksanakan secara sistematik denganmenggunakan metodologi ilmiah sehingga dapat menghasilkan data yang akurat danobjektif.Evaluasi program bukanlah kegiatan untuk menetapkan baik dan buruknyasuatu program tetapi meminimalisir dampak negative atau pun kekurangan suatuprogram untuk tujuan perbaikan dimasa mendatang (Sdjana,2006). Evaluasi programini merupakan sebuah dasar yang di gunakan untuk menilai atau mengukur secarasistematis kelebihan maupun kelemahan suatu program yang digunakan untukmemutuskan apakah program layak dilanjutkan atau diperbaiki. Evaluasi programadalah suatu rangakaian kegiatan yang dilakukan dengan sengaja untuk melihattingkat keberhasilan program.
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Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) adalah bantuan sosial pangan dalambentuk non tunai dari pemerintah yang diberikan kepada KPM setiap bulannya melaluimekanisme akun elektronik yang digunakan hanya untuk membeli bahan pangandipedagang bahan pangan atau E-Warong yang bekerjasama dengan bank.Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) bertujuan untuk Mengurangibeban pengeluaran Keluarga Penerima Manfaat (KPM) melalui pemenuhan sebagiankebutuhan pangan, Memberikan gizi yang lebih seimbang kepada Keluarga PenerimaManfaat (KPM), Meningkatkan ketepatan sasaran dan waktu penerimaan bantuanpangan bagi Keluarga Penerima Manfaat (KPM), Memberikan pilihan dan kendalikepada Keluarga Penerima Manfaat (KPM) dalam memenuhi kebutuhan pangan, Sertamendorong pencapaian tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SustainableDevelopment Goals atau SDGs).Prinsip utama program Bantuan Pangan Nnon Tunai (BPNT) ini Mudahdijangkau dan digunakan oleh Keluarga Penerima Manfaat (KPM), Memberikan pilihandan kendali kepada Keluarga Penerima Manfaat (KPM) tentang kapan, berapa, jenis,kualitas, dan harga bahan pangan (beras dan/telur) serta tempat membeli sesuaidengan prefensi (tidak diarahkan pada E-Warong tertentu dan bahan pangan tidakdipaketkan), Mendorong usaha eceran rakyat untuk memperoleh pelanggan danpeningkatan penghasilan dengan melayani Keluarga Penerima Manfaat (KPM),Memberikan akses jasa keuangan kepada usaha eceran rakyat dan kepada KeluargaPenerima Manfaat (KPM), E-Warong dapat membeli pasokan bahan pangan dariberbagai sumber sehingga terdapat ruang alternatif pasokan yang lebih optimal.Penerima Manfaat Bantuan Pangan Non Tunai adalah keluarga yangselanjutnya disebut Keluarga Penerima Manfaat (KPM) Bantuan Pangan Non Tunai.Keluarga Penerima Manfaat (KPM) adalah penduduk dengan kondisi sosial ekonomi25% terendah di daerah pelaksana, Sumber Data KPM Bansos Pangan adalah DataTerpadu Program Penanganan Fakir Miskin (DT-PPFM), yang merupakan hasilPemutakhiran Basis Data Terpadu tahun 2015.
METODE PENELITIANJenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif denganmenggunakan anailisis deskriptif, yaitu penelitian yang dilakukan untuk memperolehgambaran situasi dan kejadian-kejadian secara konkrit tentang keadaan  objek ataumasalah. Instrumen penelitian pada penelitian kualitatif yaitu manusia (humaninstrument) yaitu melibatkan peneliti itu sendiri. Keterlibatan peneliti yaitu dengan
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memperhatikan kemampuannya dalam hal bertanya, mengamati, memahami danmengabstraksikan data yang diperoleh sebagai alat penting yang tidak dapat diganti.Menurut  lofland dan lofland (1984) sumber data pertama dalam kualitatif adalah kata-kata dan tindakan, selebihnya data tambahan seperti dokumen dan lain-lain. Teknikpengumpulan data yang digunakan peneliti dalam mempeoleh data yang dibutuhkanuntuk mendukung penelitian dilakukan melalui observasi, wawancara, dokumentasidan tinjauan literatur.Dalam penelitian ini data primer diperoleh langsung aparat desa Negeri Tawiridan masyarakat sumber data dalam penelitian ini yaitu 10 orang informan. 1 orangKepala Seksi Jaminan Sosial, 1 orang Kepala Seksi Bantuan Stimulan Dan PenataanLingkungan, 1 orang Pendamping Penyaluran Bantuan Pangan Non Tunai, 2 orang StafDesa Pemerintah Negeri Tawiri Kecamatan Teluk Ambon Kota Ambon dan 5 orangKeluarga Penerima Manfaat Bantuan Pangan Non Tunai Di Negeri Tawiri KecamatanTeluk Ambon Kota Ambon.
HASIL PENELITIANDalam penelitian ini aspek konsep variabel yang akan diteliti yaitu mengenaiEvaluasi Kebijakan Program Bantuan Pangan Non Tunai Tahun 2022 Periode bulanApril, mei dan Juni di  Negeri Tawiri Kecamatan Teluk Ambon Kota Ambon. Adapunindikator yang digunakan pada penelitian ini yaitu menggunakan kriteria evaluasikebijakan yang dikembangkan dari model teori Dunn (Nugroho, 2008 : 473)diantaranya yaitu:1. Efektivitas (effectiveness)a. Pencapaian Target Pelaksanaan ProgramBerdasarkan hasil observasi pencapaian target dari Program Bantuan PanganNon Tunai (BPNT) yang dilaksanakan di Negeri Tawiri  Kecamatan Teluk AmbonKota Ambon berjalan dengan cukup baik, hal tersebut dikarenakan pelaksanaanProgram Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) sesuai dengan tujuandilaksanakannya program tersebut untuk meningkatkan kesejahteraanmasyarakat.b. Pelaksanaan ProgramBerdasarkan hasil observasi Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) ini dapatmemberikan dampak yang positif terhadap masyarakat di Negeri Tawiri, namunbelum efektif secara menyeluruh karena dalam pelaksanaan Program BantuanPangan Non Tunai (BPNT) yang disalurkan secara tunai melalui PT. POS
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Indonesia tidak sesuai fungsi dan tujuan dari BPNT itu sendiri dan dalampenggunaan bantuan yang diberikan secara tunai tidak efektif.2. Efisiensi (efficiency)a. Ketepatan Waktu Pelaksanaan ProgramBerdasarkan hasil wawancara pelaksanaan Program Bantuan Pangan NonTunai (BPNT) di Negeri Tawiri cukup berjalan dengan baik namun belummaksimal, hal ini dikarenakan dalam pelaksanaannya belum tepat waktu danjuga ada beberapa kendala seperti masih ada masyarakat sebagai KPM yang tidakmendapatkan informasi dan ada beberapa kendala lainnya yang terjadi sepertidata administrasi kependudukan (NIK) yang belum padan dukcapil dan jugaketidaksesuaian  data kependudukan (NIK) dan Nama KPM dengan SP2D danjuga adanya satu KPM yang menggunakan dua NIK.3. Kecukupan (adequacy)a. KepuasanBerdasarkan hasil wawancara dengan masyarakat Program Bantuan PanganNon Tunai (BPNT) ini masyarakat khususnya Keluarga Penerima Manfaat (KPM)program ini dinilai positif. Artinya mereka mengalami perubahan kehidupansetelah adanya program ini. Jadi berdasarkan hasil wawancara diatas dapatdisimpulkan bahwa program yang dijalankan pemerintah secara signifikan dapatmemberikan kepuasan terhadap masyarakat.b. Tingkat KebutuhanBerdasarkan hasil wawancara dengan masyarakat dengan adanya ProgramBantuan Pangan Non Tunai (BPNT) dari pemerintah yang diberikan kepada KPMsetiap bulannya yang digunakan hanya untuk membeli bahan pangan sudahdapat membantu memenuhi kebutuhan masyarakat kurang mampu danpelaksanaan Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) dapat meningkatkanketahanan pangan ditingkat Keluarga Penerima Manfaat (KPM) sekaligussebagai mekanisme perlindungan sosial dan penanggulangan kemiskinan diNegeri Tawiri.4. Pemerataan (equity)a. Jenis manfaat yang diperolehBerdasarkan hasil wawancara bahwa pelaksanaan Program Bantuan PanganNon Tunai ini memberikan manfaat yang positif, khususnya pada masyarakatkurang mampu sebagai KPM. Selain itu juga ada dari sisi negatif dimanamasyarakat yang menerima bantuan yang berada dalam kategori golongan
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keluarga yang memiliki ekonomi menengah dan keluarga yang masih produktifmenerima bantuan membuat masyarakat menjadi malas, ketergantungan dantidak mencari lapangan pekerjaan. Dalam hal ini juga sangat diharapkan jugauntuk adanya pendataan baru untuk penerima, dikarenakan masih banyakmasyarakat kurang mampu yang belum terdaftar sebagai penerima BantuanPangan Non Tunai.5. Responsivitas (responsiveness)a. Memberikan hasil yang baikBerdasarkan hasil wawancara bahwa pelaksanaan Progra m Bantuan PanganNon Tunai (BPNT) di Negeri Tawiri mendapat respon baik dari masyarakatmaupun instansi pemerintah dan mendukung adanya Program Bantuan PanganNon Tunai (BPNT) di Negeri Tawiri Kecamatan Teluk Ambon Kota Ambon karenadapat memuaskan kelompok sasaran dalam artian masyarakat kurang mampuyang terdaftar sebagai penerima bantuan atau KPM  dalam pemenuhankebutuhan pangannya. Meskipun hal ini merupakan bentuk dari memanjakanmasyarakat yang membuat masyarakat jadi malas, apalagi yang menerimabantuan ini masih terdapat keluarga-keluarga yang masih produktif dan masihbisa bekerja.6. Ketetapan (appropriateness)a. Ketepatan target atau sasaranBerdasarkan hasil wawancara pelaksanaan program Bantuan Pangan NonTunai (BPNT) di Negeri Tawiri Kecamatan Teluk Ambon Kota Ambon masihbelum tepat sasaran karena terdapat masyarakat kurang mampu tidakmendapatkan bantuan dan sebaliknya masyarakat yang ekonominya sudah bisadikatakan mampu masih terdaftar sebagai penerima bantuan. Upaya yang harusdilakukan aparat pemerintah harus ada pembaharuan data terbaru terkaitbantuan pangan non tunai (BPNT).
KESIMPULANBerdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti mengenaiEvaluasi Pelaksanaan Program Bantuan Pangan Non Tunai di Negeri TawiriKecamatan Teluk Ambon Kota Ambon dari hasil wawancara dan observasi denganinforman, maka dapat disimpulkan bahwa di setiap dimensi dalam pelaksanaan danpenyalurannya belum optimal. Dapat dilihat dari dimensi Efektifitas dalam indikatorpencapaian target dari Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) yang dilaksanakan
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di Negeri Tawiri  Kecamatan Teluk Ambon Kota Ambon berjalan dengan cukup baik,hal tersebut dikarenakan pelaksanaan Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT)sesuai dengan tujuan dilaksanakannya program tersebut untuk meningkatkankesejahteraan masyarakat, yang dimana pelaksanaan Program Bantuan Pangan NonTunai (BPNT) ini dapat memberikan dampak yang positif terhadap masyarakat diNegeri Tawiri, namun belum efektif secara menyeluruh karena dalam pelaksanaanProgram Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) yang disalurkan secara tunai melalui PT.POS Indonesia tidak sesuai fungsi dan tujuan dari BPNT itu sendiri dan dalampenggunaan bantuan yang diberikan secara tunai tidak efektif.Selain itu dari Dimensi Efesiensi dilihat dari indikator ketepatan waktupelaksanaan program bantuan pangan non tunai (BPNT) di Negeri Tawiri KecamatanTeluk Ambon Kota Ambon pelaksanaan Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT)di Negeri Tawiri cukup berjalan dengan baik namun belum maksimal, hal inidikarenakan dalam pelaksanaannya belum tepat waktu dan juga ada beberapa kendalaseperti masih ada masyarakat sebagai KPM yang tidak mendapatkan informasi dan adabeberapa kendala lainya yang terjadi seperti data administrasi kependudukan (NIK)yang belum padan dukcapil dan juga ketidaksesuaian  data kependudukan (NIK) danNama KPM dengan SP2D dan juga adanya satu KPM yang menggunakan dua NIK.Kemudian Dimensi Kecukupan dilihat dari indikator kemampuan kebijakandalam memenuhi kebutuhan masyarakat sudah terlaksana dengan baik, Artinya KPMmengalami perubahan kehidupan dan setelah adanya program yang dijalankanpemerintah secara signifikan dapat memberikan kepuasan terhadap masyarakat sertadapat membantu memenuhi kebutuhan masyarakat kurang mampu dan pelaksanaanProgram Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) dapat meningkatkan ketahanan panganditingkat Keluarga Penerima Manfaat (KPM) sekaligus sebagai mekanismeperlindungan sosial dan penanggulangan kemiskinan di Negeri Tawiri.Dimensi Perataan dilihat dari indikator jenis manfaat yang diperoleh bahwapelaksanaan Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) ini memberikan manfaatyang positif, khususnya pada masyarakat kurang mampu sebagai KPM. Selain itu jugaada dari sisi negatif dimana masyarakat yang menerima bantuan yang berada dalamkategori golongan keluarga yang memiliki ekonomi menengah dan keluarga yangmasih produktif menerima bantuan membuat masyarakat menjadi malas,ketergantungan dan tidak mencari lapangan pekerjaan.
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Dimensi Responsivitas dilihat dari indikator respon masyarakat terhadappelaksanaan Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) di Negeri Tawiri mendapatrespon baik dari masyarakat maupun instansi pemerintah dan mendukung adanyaProgram Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) di Negeri Tawiri Kecamatan Teluk AmbonKota Ambon.Dimensi Ketepatan dilihat dari indikator adanya ketepatan target atau sasaranpelaksanaan program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) di Negeri Tawiri KecamatanTeluk Ambon Kota Ambon masih belum tepat sasaran karena terdapat masyarakatkurang mampu tidak mendapatkan bantuan dan sebaliknya masyarakat yangekonominya sudah bisa dikatakan mampu masih.
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